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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan 

dan peningkatan pembangunan nasional yang berlangsun terus-menerus 

berkesinambungan.Pajak juga bertujuan meningkatkan kesehjateraan Negara 

karena semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan 

Negara tersebut.Tujuan Tersebut dapat direaslisasikan dengan memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan demi kemandirian suatu bangsa dan negara 

dengan potensi yang ada, salah satunya adalah dengan menggali sumber dana 

yang ada yaitu pajak. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 

pasal 2 ayat (1). Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan 

berubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak 

penghasilan berdasarkan tariff yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah atau dikenal dengan Statutory Tax Rate (STR) adalah 

sebesar 25% (Djuniar, 2019). 

Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara 

semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban 

yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus membayar dan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk menangani hal seperti ini, 

perusahaan mengupayakan menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya 

dengan melakukan manajemen pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan. Apalagi sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis 
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sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusahaa akan 

melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar laba 

perusahaan menjadi optimal. 

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap 

potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam 

maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. 

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat 

besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 

pemerintahan. Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk 

memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut 

gambaran mengenai realisasi pendapatan Negara dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 1.1 
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2015-2020 

 

Sumber Penerimaan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Penerimaan Perpajakan 1,240,419 1,284,970 1,343,530 1,518,790 1,643,084 1,865,703 
Pajak Dalam Negeri 1,205,479 1,249,500 1,304,316 1,472,908 1,603,294 1,823,100 

 Pajak Penghasilan 602,308 666,212 646,794 749,977 818,565 929,903 
 Pajak Pertambahan 

Nilai 423,711 412,214 480,725 537,268 592,790 685,875 

 Pajak Bumi dan 
Bangunan 29,250 19,443 16,770 19,445 18,865 18,865 

 Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan 
Bangunan 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 Cukai 144,641 143,525 153,288 159,589 165,760 180,530 
 Pajak Lainnya 5,568 8,105 6,739 6,630 7,314 7,928 

Pajak Perdagangan 
Internasional 34,940 35,471 39,214 45,882 39,790 42,603 

 Bea Masuk 31,213 32,472 35,066 39,117 37,500 40,002 
 Bea Keluar 3,727 2,999 4,147 6,765 2,290 2,601 
Sumber : www.bps.go.id, 2020 
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Berdasarkan gambaran di atas bahwa realisasi pendapatan negara yang 

selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pendapatan pajak dalam negeri 

mengalami kenaikan pada semua jenis pajak pajak. Hanya da dua jenis pajak 

menurun pada tahun 2017 yaitu pajak penghaisilan dan pajak lainnya. Pajak 

perdagangan internasional masih mengalami fluktuasi. Sehingga, pemerintah terus 

berupaya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui evaluasi 

dan penyempurnaan peratura-peraturan pajak di Indonesia. 

Manajemen pajak merupakan langkah konkret dan legal perusaha-an untuk 

memimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui celah-celah Undang Undang 

perpajakan yang ada. Perusahaan yang besar umumnya memiliki manajemen yang 

lebih baik sehingga lebih memiliki peluang untuk melakukan manajemen dalam 

perpajakannya. Karena itu, penelitian ini menduga bahwa ukuran perusa-haan 

berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perusahaan juga dapat memanfaatkan 

tingkat hutang perusahaan untuk pendanaannya dikare-nakan bunga sebagai 

kewajiban dari hutang tersebut diperbolehkan menjadi biaya yang dapat 

dikurangkan menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 sehingga dalam 

penelitian ini menduga bahwa tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

Perhitungan pajak di Indonesia masih berdasarkan besarnya laba yang 

diperoleh oleh perusahaan, karena itu penelitian ini mengukur rasio tingkat 

profitabilitas yang diduga juga berpengaruh terhadap manajemen pajak. Intensitas 

aset tetap perusahaan akan selalu mengalami penyu-sutan dari waktu ke waktu. 

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf b, penyusutan dapat menjadi 
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biaya yang boleh dikurangkan sehingga hal ini bisa dimanfaatkan perusahaan 

dalam manajemen perpajakannya agar dapat meminimalisir beban pajak yang ada. 

Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh 

terhadap manajemen pajak. UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b memberikan 

penurunan tarif pajak sebesar 5% bagi perusahaan yang menjual lebih besar sama 

dengan 40% sahamnya di BEI. Hal ini pula dapat dimanfaatkan oleh perusahaan 

untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar sehingga penelitian ini 

mengindikasikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen 

pajak (Henny & Febrianti, 2016). 

Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan muncul karena adanya 

hubungan agensi antara principle (pemegang saham) dan agent (manajer). 

Masalah yang sering muncul dalam hubungan agensi antara pemegang saham dan 

manajer adalah terjadinya konflik agensi. Oleh karena itu, manajer berkewajiban 

untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada 

pemegang saham sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam mengelola 

perusahaan. Agensi teori menyatakan laporan keuangan sebagai angk-angka 

akuntansi yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang 

berkepentingan. Manajemen pajak dapat dilihat dari pengembangan teori 

keagenan yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak pihak yang terlibat dalam 

perusahaan akan bersikap karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda. 

Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah 

mungkin kewajiban pajaknya. (Chairul, 2013: 13) menyatakan bahwa manajemen 
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pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu 

perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari 

perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan 

ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Agar tidak 

menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak, 

manajemen pajak harus dilakukan dengan baik. (Iqbal dkk, 2013:2) Manajemen 

pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada  pelanggaran 

norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat 

memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan. 

Pajak dianggap beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih 

(Suandy, 2011). Wajib pajak akan berusaha mencari celah untuk memperkecil 

pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal ataupun illegal. Banyak cara yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak, dari yang tidak melanggar 

peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya 

untuk pengurangan pajak secara legal dengan melakukan manajemen pajak 

(Suarningrat & Setiawan, 2013). Menurut (Minnick & Noga, 2010) dalam 

penjelasannya menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan suatu keahlian 

yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan jumlah pajak yang lebih sedikit 

dari yang tertagih dalam jangka waktu yang panjang. Dalam peraturan perpajakan 

terdapat banyak ketentuan yang mempunyai celah yang dapat dimanfaatkan 

perusahaan untuk melakukan pengurangan pajak tanpa melanggar hukum seperti 

wajib pajak perorangan maupun badan usaha untuk mengurangi atau 

meminimalkan beban pajak yang bersangkutan masih dalam ruang lingkup yang 
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wajar dan tidak melanggar perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau 

bisa disebut juga legal/sah (Ganang & Ghazali, 2017). 

Menurut Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak 

merupakan suatu keahlian yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan jumlah 

pajak yang lebih sedikit dari yang tertagih dalam jangka waktu yang panjang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan manajemen pajak 

dalam perusahaan salah satunya adalah karakteristik corporate governance. Isu 

mengenai corporate governance di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus 

setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei dari 

Pricewaterhouse Coopers atas investor internasional pada tahun 2002 

menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam  

hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar 

pengungkapan dan transparasi serta peranan direksi untuk membandingkan 

kerangka governance Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (Meilinda  

& Nur, 2013). 

Pengelolaan segala hal yang berkenaan dengan masalah perpajakan yang 

dilakukan secara berkesinambungan dan secara keseluruhan dimana didalamnya 

bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang baik, ekonomis, efektif dan efisien 

agar tercapainya kontribusi maksimal wajib pajak tanpa adanya tindakan yang 

merugikan negara (Santoso & Rahayu, 2013). Dalam prakteknya di dalam 

manajemen pajak terdapat dua tindakan berbeda yang dilakukan perusahaan guna 

meminilalisir jumlah pajak yang di bayar, yang pertama yaitu penghindaran pajak 

(tax avoidance) yang bersifat legal, dan sebaliknya penyelundupan pajak (tax 
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evasion) yang bersifat ilegal. Agar dalam melaksanakan praktek manajemen pajak 

perusahaan tidak penyimpang dari aturan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan 

manajemen pajak perlu diawasi dengan benar. Dengan adanya corporate 

governance diharapkan dapat mengawasi kinerja dari pengelola perusahaan itu 

sendiri, dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang namun 

tidak melanggar peraturan pemerintah, yang salah satunya  menyangkut 

perpajakan perusahaan. 

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan 

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, pemegang saham 

yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri (Sutedi, 

2011). 

Komite audit merupakan bagian dari komponen corporate governance yang 

juga sangat diharapkan dapat mendukung dilakukannya kinerja dan pengawasan 

yang baik bagi perusahaan.Kompensasi merupakan insentif atau imbalan yang 

diberikan perusahaan kepada pengelola perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan 

pengelola perusahaan tersebut seperti berupa gaji, tunjangan dan lainnya. Adapun 

kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan (Bernad 

dalam (Meilinda dan Nur, 2013). 

Menurut Hery, (2017: 192) mengungkapkan rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah 

organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara 

menjual produk (barang dan jasa) kepada para pelangganya. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik mengambarkan kemampuan tingginya perolehan 

keuntungan perusahaan. Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 pasal 1 di jelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek 

pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan 

yang diterima oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi dapat melakukan manajemen pajak yang matang 

sehingga menghasilkan beban pajak optimal, agar profit terlihat baik di 

perusahaan untuk meyakinkan pihak principal di dalam perusahaan untuk 

menghindari konflik keagenan (Hery, 2017). 

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu Ukuran perusahaan 

(Hery,2017:11) Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain 

dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Darmadi & Zalaikha, 2013). 

Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat 

digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik 

manajemen pajak perusahaan maka akan semakin baik tarif pajak efektifya. Dana 

tersebut digunakan perusahaan untuk meningkatkan jumlah aset dan 

meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pemberian 
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kompensasi pada pihak manajer untuk mengatasi masalah keagenan. Ukuran 

perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. 

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh jumlah dewan 

komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen 

pajak memperlihatkan adanya perbedaan atau kesenjangan dalam kesimpulan 

penelitiaannya. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 
Research Gap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Beberapa penelitian terdahulu, 2019 

Keterangan 
B = Berpengaruh 
TB = Tidak Berpengaruh 
- = Tidak Meneliti 

 
Dari hasil penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten antara satu 

dengan yang lainnya maka menjadi research gap dalam penelitian ini untuk 

No Peneliti/Tahun 
Jumlah dewan 

komisaris 

Komite 

Audit 

Ukuran 

Perusahaan 
Profitabilitas 

1 
Pasaribu & Herawati 

(2015) 
B - - - 

2 Lestari (2015) B B - - 

3 
Wijaya dan febrianti, 

(2017) 
- - TB B 

4 
Nurjanah, Diatmika 

& Yasa, (2017) 
- - B B 

5 
Ganang dan Ghozali, 

(2017) 
B TB 

 
B 

6 Djuniar (2019) - - B TB 

7 
Damanik dan muid 

(2019) 
TB TB - - 
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membuktikan langsung perbedaan yang ada di lapangan. Dengan adanya 

perbedaan penelitian tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian ulang. 

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2015-2017. Digunakan objek perusahaan manufaktur karena 

faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak terdapat dalam perusahaan 

manufaktur, seperti faktor persediaan yang tinggi, aset tetap yang tinggi sehingga 

beban depresiasi yang tinggi pula dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang cukup kompleks dalam penghitungannya. Penelitian ini mengganti periode 

yang diambil yaitu berkisar antara tahun 2015 hingga 2017 yang tercakup 3 

periode laporan keuangan perusahaan kepada publik karena kondisi perekonomian 

Indonesia dalam keadaan stabil. 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa corporate governance, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap 

manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia hasil yang ditemukan masih belum konsisten sehingga kesempatan 

untuk melakukan penelitian ini masih terbuka luas. Dengan melihat fenomena 

tersebut maka penelitian ini akan mengkaji faktor yang mempengaruhi  

manajemen pajak. Rumusan pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak 

perusahaan? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan? 
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3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak 

perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak 

perusahaan 

2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak perusahaan 
 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak 

perusahaan 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi investor dalam melakukan keputusan investasi diharapkan informasi 

yang ada dalam penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan 

2. Bagi perusahaan, dapat digunakan perusahaan agar praktik serta strategi 

manajemen pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjerumus kepada praktik 

yang melanggat hukum yaitu tax evasion. Di sisi lain juga dapat berguna 

untuk memberi pengetahuan kepada perusahaan tentang pentingnya 
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mempelajari manajemen pajak yang baik dan keuntungan yang di dapatkan 

dalam prakteknya 

3. Memberikan referensi bagi para peneliti-peneliti lain yang berminat untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak 


